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1. Undang-undang Nomor 12· Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten 
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 47); 

Mengingat 

b. bahwa dengan adanya Dana Kapitasi Jaminan 
Keseharan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (Puskesmas), agar pengelolaan dan 
pemanfaatannya menjadi efektif, efisien dan tepat 
sasaran maka perlu diatur penyelenggarannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, maka Pengelolaan 
dan Pemanfaatari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(Puskesmas) Di Kabupaten Nduga perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Menim.bang :a. bahwa d al arn rangka. · meningkatkan. mutu 
pelayanan. kesehatan. dalam penyelenggaraan. 
Jaminan Kesehatan Nasional disediakan. Dan.a· 

. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas); 

BUPATI NDUGA, ... 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 

PERTAMA (PUSKESMAS)DIKABUPATEN NDUGA 

TENTANG 

' 
PERATURANBUPATINDUGA 

NOMOR 2.2. TAHUN 2021 

BUPATI NDUGA 
PROVINS! PAPUA 

... - 
•: 



8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

·~ 



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014,.tentang 
Puskesmas; 

15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pa.d a 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan; 

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barai. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 
60); 

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 193); 

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara .Jarninan Sosial (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun ·2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

•: 



Pasal 1 

Dalam Perat urari Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nduga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Nd uga.. 
3. Bupati adalah Bupati Nduga. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehata.n Kabupaten Nduga. 
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan atau unit Sar arin 

Kesehatan Dasar /Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilerigkap: 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERATURAN BUPATI NDUGA TENTANG PENGELOLAAN DAN 
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA (PUSKESMAS) DI KABUPATEN NDUGA. 
' 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Bupati Kabupaten Nduga Nomor 29 tahun 2020 
Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nduga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2020 Nomor 29); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nduga Nomor 3 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nduga; 

Pemerintah Daerah; 
Milik Pertama 

Kapitasi Jaminan 
J asa Pelayanan 
Operasional Pada 

tentang Penggunaan Dana 
Kesehatan Nasional Untuk 
Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Fasilitas Kesehatan Tingkat 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah derigan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Ratun 2018 ten tang perubahan Ata s 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 :5 
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Idonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



7. Jaminan Kesehat.an Nasional yang selanj utnya disingkat. JKN adalah 
j arnirran berupa · perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat perrielihar aan kesehatan dan perlindungan dalam mernenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan, baik promotif, preverrtif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(Puskesmas) yang seranju tnya 
disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatart yang melakukan pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan 
observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/ atau pelayanan 
kesehatan lainnya. 

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanj utnyu 
disingkat BPJS Kesehat.an adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

11. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang di bayar 
dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 
memperhitungkan j erris dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA - 
OPD adalah dokumen perencanaan clan penganggaran yang beri si 
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegratari OPD 
sebagai dasar penyusunan APBD. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA· 
OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

14. Pengelola adalah Petugas yang bertugas melaksanakan pengelolaan 
Dana Kapitasi · yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan , 
dukungan biaya Operasional Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan 
Pengadaan Obat, alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai. 

15. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil 
yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
dana kapitasi. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerj a pengelola keuangan daerah yang sel anj u tnya 
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melalcsan akan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum d aer ah., 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK 
OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada OPD. 

rawat inap maupun tidak. 

•: 



(4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan d alarn 
kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Penclapatan. Asli 
Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana 
Kapitasi J.KN pada rnasing-masing FKTP sesuai kode rekening 

Pasal 4 
(1) Kepala FKTP menyam.paikan rencana pendapatan dan belanja d.an a 

kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas. 
(2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN eebagairn anr . 

dirn ak su d pada ayat ( 1) mengacu pada jumlah peserta yang 
terclaftar di FKTP dan besaran kapitas:i JKN, se su ai derigar 
peraturan perunclang-undangan yang berlaku . 

_(3) Berdasarkan rencana pendapatan clan belanj a dana kapitasi JKN 
climaksud pada ayat( 1), Kepala Dina s menyusun Rencana Kerj a 
clan Anggaran OPD (RKA-OPD) Dirra.s, yang memu at rericana 
pend.apatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapita si 
J~. ' 

Bagian Kedua Penganggaran 

(1) Dana kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP milik Pemerintah 
Daerah berasal dari. BPJS Kesehatan. 

(2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagain1.ana dim.aksud pa.de. 
ayat (1) didasarkan pada jumlab peserta yang terdaftar d1 

FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. 
(3) Dana Kapitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dibayarkan 

langsung oleh BPJS Kesehat.an kepada Benclahara Darra 
Kapitasi JKN pada FKTP. 

BAB III UMUM 
Bagian Kesatu Sumber Dana: 

Pasal 3 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah: 
a. Sebagai pedoman bagi Pengelola JKN dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas . 
b. Untuk menjamin tertib dan lancarnya pembiayaan pelayanan kesehatan 

di Puskesmas. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara 
Umum Daerah. 

·~ 



Pasal 7 
(1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilalcukai · 

melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTPdan : diaku ~ 
sebagai pendapatan. 

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( Ijdigu nakar. 
langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP. 

(3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakar. 
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapita s: 
tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 6 
(1) Kepala Dinas melalui PPKD mengusulkan Bendahara Dana Kapitasi 

JKN pada rriaaing-ma.sing FKTPsetiap tahun anggaran untuk 
ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Ben dah ara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN. 

(3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana 
dimaksud. pada ayat (2) d.itetapkan oleh Bupati. · 

(4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana cfunaksud 
pada ayat (2) me.rupakan bagian dari Rekening BUD. 

(5) Rekening daria kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2l 
disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan. 

Pasal 5 
(1) Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA 

OPD) pendapatan dan belanja Dirias sesuai dengan RKA- OPD 
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan. Peraturan 
Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan. 
Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan. 

(2) Tata cara dan format penyusunan DPA-OPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran II PeratU:ran 
Bupati ini. 

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan 

(6) RKA-OPD Din as sebagaimana dirnaksud pada ayat (::·) 
dipergunakan sebagai bahan penyu sun.an Pera tu ran Daer al i 

ten tang APBD dan Peraturan Bupati ten.tang penjabaran APBD. 

berkenaan. 

(5) Rencana belanja dana kapitasi JKN dianggarkan d al arn keorrrpc": 
Belanja Langsung dan. diuraikan ke dalarn jenis, obye1 ., da. ... 
rincian obyek belanja sesuai kode rekeni.ng berkenaan. · 

•: 



Pasal 9 
( 1) Kepala FKTP bertanggung jawab seca:ra formal dan rriaterial atas 

pendapata:n. dan bela:n.ja dana kapitasi JKN. 
(2) Berdasarka:n SP2B FKTP sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (6), Kepala Dinas menyu.sun laporan realisasi pendapatan 
dan belanja yang bersumber dari dana. kapitasi JKN. 

Bagian Keempat Pertanggungjawaban 

(2) Tata cara pencatata:n. dan penyampaian laporan reaJisaE-'1 
pendapatan dan bela:n.ja dana kapitasi JKN sebagai ber iku t: 
a. Bendaha:ra. Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan d.an 

belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bu.lar. 
kepada Kepala FKTP denga:n. melampirkan bukti.-bukti 
pendapatan da:n. belanja yang sah paling lambat pada tanggal 
5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP. 

b. Berdasarkan buku kas tersebut pada butir a, Benda.hara. 
Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapa.tan 
dan belanja FKTP. 

(3) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pend.a.pa.tan d.an 
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Din.a.s 
dengan melampirkan surat pemyataan tanggung j awab KepaJ.a 
FKTP paling la:mbat pad.a ta:n.gga1 10 bulan. berikutnya.(contoi t 
format surat pernyataan tanggungjawab Kepala FKTP tercanturn 
dalam Lampiran I Peraturan Bupati i.ni.) 

(4) Berdasa:rkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimario. 
dimaksud pada ayat (3), KepaJ.a Di.nas menyamp aikari Sur at 
Permintaa:n. Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP 
kepada PPKD.(Contoh format SP3B FKTP tercantum dal am 
Lampiran II Per at.ur an Bupati ini). 

(5) SP3B FKTP sebagaim.ana dima.k.sud pada ay a.t (4) termasuk sisn 
dana kapitasi yang belum. digunakan pad.a tahun anggaran 
berkenaan. 

(6) Berdasa:rkan SP3B FKTP sebagairnana dimaksu d pad.a ayat (4), 
PPKD selaku BUD rnenerbitkan Surat Pengesahan Pendapata:n. da:n 
Belanja (SP2B) FKTP. (contoh format SP2B FKTP tercantum dalarn 
Lampiran III Peratura:n Bupati ini) . 

(7) PPK-OPD Din.as dan PPKD selaku BUD melakuka:n pembukua:n atas 
pendapatan clan belanja FKTP berdasa:rkan SP2B FKTP dengan 
berpedoma:n pada ketentuan peraturan perunda:n.g-undangan. 

Pasal 8 
(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pad.a FKTP mencatat dan 

menyampaikan laporan realisa.si penclapatan dan belanja dann 
kapitasi JKN setiap bula:n. kepad.a Kepala FKTP. 

. ._. 



Pasal 11 
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pernb ayar-an jasa pelayaria: . 

kesehatan sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2.1 
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan Iceseh.atan bag, 
tenaga kesehatan dan tenaga non keseh at.an yang melakukar 
pelayanan pada FKTP. · 

-(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dar 
tenaga non kesehatan sebagaimana d.imaksud pad.a ayat ( 1 ·: 
ditetapkan derigan mempertirnbangkan variabel 
a. jenis ketenagaan dan/ ataujabatan; dan 
b. kehadiran. 

BABV 
JASA PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 10 
(1) Dana Kapita.si yang diterima o le h FKTP dari BPJS 

dimanfaatkan seluruhnya untuk : 
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 
b. dukungan biaya operasional pelayarian kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan keeeb.atan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP 
ditetapkan sekurang-kurangnya 60o/o dari penerirriaan Dana 
Kapitasi. 

(3) Alokasi untuk pernb ayar-an clukungan · biaya operasiona.t 
pelayanan kesebatan sebagaimana d.im ak.s'u d pada ayat ( 1 
huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapita.s i 
dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran ja sa 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Besa.ran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (~' 
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas u sula: 
Kepala Dinas dengan mempertimbangkan: 
a. kebutuhan obat, a.lat kesehatan , dan bahan med.is b.a.bi.: 

pakai; 
b. kegiatan. operasional pelayanan kesehatan dalam rangka 

mencapai target kinerja di bidang upaya lceseh atar. 
perorangan;dan 

c. besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. 

BAB IV 
PEMANF AA TAN DAN A 

(3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) disajikan dalam Laporan Keuangan QPJ) yang akan 
dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

(4) Tata car a dan format penyusunan Laporan Keu ariga.n 
sebagaimana dirn.aksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-u.ndangan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. 



(3) Variabel jenis ketenagaan dan/ atau jabatan sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut: 
a. tenaga medis, diberi nilai 150(seratus lirn.a puluh); 
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diber 

nilai 100( seratus); - 
c. tenaga kesehatan setara Sl/D4, drberi nilai 80(delapan pu lu h): 
d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60(enam puluh); 
e. tenaga non kesehatan rninimal setara D3,atau asisten t.eria.gr 

kesehatan, diberi n ilai 50( l ima pu l uh); dan 
f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25(dua pulu1: 

lima). 

(4) Tenaga sebagairriana dimalcsud pada ayat (3) yang merangkap 
tugas administratif, diberi tambahan nilai sebagai beri.kut: 
a. tambahan riilai 100 (seratus), untuk tenaga yang 

merangkap tugas sebagai kepa1a FKTP; 
b. tambahan nilai 50 (lima pulu.h), untuk ten.aga yang 

merangkap tu gas sebagai bend.abara. Daria Kapitasi JKN; dan 
c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), .urituk tenaga yang 

merangkap tugas Sebagai Kepala Tata U saha atau penanggung 
jawab penatausahaan keuangan. 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap 
tugas sebagai pen anggurig jawab program atau yang setara 
cliberi tamb ahan nilai 10 (seputuh) untuk setiap progeam atat, 
yang setara. 

(6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3} 
yang memiliki masa kerja: 
a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi 

tambahan nilai 5 (lima); 
b. 11 (sebelas} tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, 

diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); 
c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua pulu h) 

tahun,diberi tambahan nilai 15 (lima belas); 
d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua pu Iul: 

lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan 
e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan rula- 

25 (dua puluh Iima). 

(7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t· 
dinilai sebagai beriku t: 
a. hadir setiap hari. kerja, di.beri nilai 1 poin per hari; dan 
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang: 

diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh} jam, dilcurarigi 1 poiri. 

(8) Ketidakhadiran karena sakit dan/ atau penugasan lcedin asan clel 
pejabat yang berweriarig paling banyak 3 (tiga) h ari kerga tetaj; 
diberi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. 

(9) Jumlah jasa pelayananjjaspel) yang diterima oleh rnasirig-m asiris 
tenagakesehatan da.n tenaga non kesehatan dihitung derigar 



(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3] 
dimanfaatkan untuk : 
a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui UPTD Puskesmas: 
atau Dinas Kesehatan, dengan mempertirnbangkan ketersediaan obat, alat 
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. 

(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. belanja barang operasional, terdiri atas: 

1. pelayanan kesehatan dalam gedung; 
2. pelayanan kesehatan luar gedung; 
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling; 

4. bahan cetak atau alat tulis kantor; 
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi; 
6. peningkatan kapasitas surrrber daya manusia kesehatan; dan/atau 

7. pemeliharaan sarana dan prasarana. 
b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

BAB VI 

Keterangan: 
Persentase Keha<iiran: jum111h kehadium diti\gi j11mlah ha1i kerja dalam 1 bulat\ 

Total Jumlah Seluruh Point 

Persentase 
Kehadirar. 

hirnlah t n-, 
J.11~ Pel<1y,:nd11 x 

Jangeune rewab 
Proera,i, y.:111g 
diµe-gill1(! 

Rdl\gkap 
f \li!.8S + Adnumstr as, + 

Jenis 
x 

menggunakan formula (Perrn.enkes Nornor 21 Tahun 2016) sebagai 
beriku t: 



. 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang bersifa] teknis 
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 15 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus 
dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang 
dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 14 

(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun 
anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal 
dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan rnaka 
pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan. 

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal 
dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat 
digunakan untukjasa pelayanan Kesehatan. 

Pasal 13 

PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI 

BAB VII 

(4) Ketentuan mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat 
kesehatan, bahan rnedis habis pakai, dan biaya operasional pelayanar: 
kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran VIII Peraturan Bupati ini. 

(5) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan sesuai. 
dengan ketentuan perundang-undangan. 



IJANGGE, S.Pd , M.Si 

BERITA DAERAH KABUPATEN NDUGA TAHUN 2021 NOMOR 

Diundangkan di Kenyam 

ggal t- \ Mei 2021 

RIS DAERAH KABUPATEN NDUGA, 

Ditetapkan di Kenyam 

Pada tanggal \ 9 Mei 2021 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan in i 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 

Pasal 16 

•: 



(1 7) 
( 18) NIP . 

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat 

pengawas. Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemud ian 

hari dinyatakan tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bersedia 

bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan bersedia 

dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Derni ki ari surat pernyataan ini dibuat denga.n sebenarnya . 
. · (15) 
Kepala 16) 

·- PEND AP AT AN BELANJA 
KODE REKENING Jumlah KODE REKENING Jumlah 

·- 

·- 
··························· ..... (9) Rp. ................... ( 10) ....................... (12) Rp . .............. ········ ( 13) 

Jumlah ...................... (11) Jurnlah Belanja .......................... (14) 

Yang bertanda tangan di bawah mi (6) 
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah 
diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya 
bersurnber dari dana JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan 
....................... (7) Tahun Anggaran ........ (8) dengan rincian sebagai berikut: 

..................................... (2) 
········· · (3) 
......................................... (4) 
......................................... (5) 

l. Nama FKTP 
2. Kode Organisasi 
3. Nomor /tanggal DPA-OPD 
4. Kegiatan 

( 1) ··············································· . Nomor: 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

LAMP/RAN l PERATURAN BUPATINDUGA 
NOMOR : '7- 2. TAHUN 2021 
TANGGAL : ( ~ MEI 2021 

·~ 



E 

NO I URAIAN TATA CARA PENGISIAN 
1 Diisi dengan nomor SPTJ FKTP 
2 Diisi nama FKTP; 
3 Diisi kode FKTP; 
4 Diisi nomor dan tanggal DPAyang bersangkutan; 
5 Diisi kode kegiatan ; 
6 Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangku tan ; .. 

7 Diisi dengan Bulan Berkenaan ; 
8 Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan ; 
9 Diisi kode rekening pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; 
10 Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan; 
11 Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan; 
12 Diisi kode rekening belanja sesuai Bagan Akun Standar; 
13 Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja; 
14 Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja; 
15 Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ; 
16 Diisi Nama FKTP yang bersangkutan; 
17 Diisi nama Kepala FKTP yang bersangkutan; 
18 Diisi NIP Kepala FKTP yang bersangkutan. 

Tata Cara Pengisian Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) : 



.................................................. (22) 
NIP (23) 

Kepala Din as Keseh atan 

1211 .. 
f--_;;J~u~m.:..:.!:la~h.:...:.P~en~d~ap.t:.::a~ta~n.:.._~......1..~R~:i::.:....P·~·~·-~ .. ~-~ .. ~ .. ~-~ .. ~ .. ~-·~·~(~l~'l~;......1..~~J~u~m.:.:.:.:la~h:;...=B~e~la~n~j~a~.-..J.-~R.._p._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ~(~2-0~)~~--~~-·-) 

I 

I 
I 

........................ ( 19) ......................... ( 18) ................................. (15) (16) 

i Jumlah Kode Rekenit'!_g 

PENDAPATAN BELANJA 
Kode Rekeriirur .Jurnlah 

: (10 
: (J l) 
: (12) 
: ( 13) 
: ( 14) 

Dasar Pengesahan 
Urusan 
Organisasi 
Nama FKTP 
Program Kegiatari 

Tahun Anzaaran (09) Untuk Bulan (08) 
4. Saldo Akhir Rp (07) 
3. Belarija Rp (06) 
2. Pendapatan Rp (05) 
I. Saldo Awai Rp (04) 

agar mengesahkan dan rnembukukan pendapatan dan belanja sejumlah 
Bendahara Umum Daerah selalu PPKD 

.. fO::ll 
Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ndu_ga memo hon kepada: 

DINAS KESEHATAN I<ABUPATEN NDUGA . . . t SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP38} 
~~~---'~c..=.=..c-=--=-:;=.:.:..:..:~=..:.:.~=.:.== .• ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. = .. ~.,~0~1_:..:..:.).:.:.:.:.:...=:c:..:.:..:--===::..:.:::"-'->.=..=...:e.=<~~~~--~~ 

LAMP!RAN Tl PERA TURAN BUPATJ NDUGA 
NOMOR : ~A_ TA HUN 202 J 
TA.NGGAL : / j MEI 2021 

I . 
·~ 



INDUGA/ .. 

NO URAIAN TATA CARA PENGISIAN 
1 Diisi uraian narna Satuan FKTP; 

2 Diisi tanggal SP3B Satuan FKTP; 
3 Diisi nomor SP3B Satuan FKTP; 

Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Satuan FKTP bulan 
4 sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari, diisikan jumlah saldo 

akhir Dana JKN Tahun Anzzaran sebelumnva ............ ; 

5 
Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalarn kas _Satuan 
Pendidikan Negeri; .. 

6 Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Satuan FKTP 
7 Diisijumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja); 
8 Diisi periode bulan berkenaan; 
9 Diisi Tahun Anggaran berkenaan; 

Diisi dasar penerbitan SP3B Satuan FKTP, antara lain: 
10 Nomor Peraturan Daerah tentang APBD /Perubahan APBD, dan Nomor 

serta tanazal DPA-SKPD Dinas Kesehatan; 
11 Diisi dengan urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan: 
12 Diisi dengan Organisasi yaitu Dinas Kesehatan; 
13 Diisi degan narna Satuan FKTP; 

Diisi kode program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan; 

- b 14 xx xx I 
diisi kode kegiatan (dua digit) 

diisi kode program (dua digit) 

15 Diisi kode rekening pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; 
16 Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan; 
17 Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan; --- 
18 Diisi kode rekening belanja sesuai Bagan Akun Standar; 
19 Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belania; 
20 Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja; 

21 
Diisi lokasi instansi penerbit SP3B Satuan FKTP dan tanggal penerbitan 
SP3B Satuan FKTP; 

22 Diisi nama Kepala SKPD Dinas Kesehatan; 
23 Diisi NIP Kepala SKPD Dinas Kesehatan. 

Tata Cara Pengisian Format SP3B Satuan FKTP: 

I . ·. 



............ .. . .. ( 15) . 
NIP (16) .. 

.... . ( 13) Tanggal . 
·········· ··········· (14) . 

(09) 
(10) 
( 11) 
(12) 

Rp . 
Rp .. 
Rp . 

Pendapatan 
Belanja 
Saldo akhir 

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: 
Saldo awal Rp . 

............. (05) 
............. (06) 
............. (07) 
··: (08) 

........ (01) Narna BUD/Kuasa BUD 

........ (02) Tanggal 

........ (03) Nomor 

........ (04) Tahun Anggaran 

Nomor SP3B FKTP 
Tanggal 
Kade dan Nama OPD 
NamaFKTP 

PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA 
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA • 

L\MP[RAN Ill PERA TUR AN BUPA TI, l.lUGA 
NOMOF< : ;L 2.. TAHUN '.2021 
'l'.·\NGGAl,: f j MEI 2021 



' 

NO URAIAN TATA CARA PENGISIAN 
1. Diisi dengan riomor SP3B FKTP; 
2. Diisi dengan tanggal SP3B FKTP; 
3. Diisi dengan Kode dan Nama OPD Dinas Kesehatan yang 

bersangkutan; 
4. Diisi dengan nama FKTP pada OPD Dinas Kesehatan 

yang bersangkutan; 
5. Diisi dengan nama BUD /Kuasa BUD; 
6. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja (SP2B) 
7. Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP; 
8. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP; 
9. Diisi denganjumlah saldo awalyang tercantum dalam SP3B 

Satuan 
10. Diisi denganjumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B 

FKTP; 
11. Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP; 

·- 
12. Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B 

Satuan 
13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B 

Satuan 
14. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/K:uasa BUD)· 
15. Diisi dengan nama BUD/ Kuasa BUD; 
16. Diisi NIP BUD /Kuasa BUD yang bersangkutan. 

Tata Cara Pengisian Format SP2B FKTP : 

·~ 



ii,ig 
•,)3 

Penggu na an Belanja dari d.an.a. JKN diseeu aikan den.gan p eratu ran yang b erl aku: 
Agar dapat dikonso/idasikcm. dalam. Laporari Keu ariqari Pemerint ah. Kab up ateri Ndu qa , susun•.u1 Rek:e 
Belanja se su ai deriqari Bagan Akun St an.dar (BAS) p ada Peraruran Mcnteri d.alam Neqeri Nomor 6··' Ta hun 
Tent anq Perierap an. St an.dar .·U u nt an si ~m.erintahan Berb asis Akru al p ad.a Pemerin.tob Doerols. 

1. 
2. 

Keterangan: 

Nama 
Pangkat 

NIP :, 

Kenyam, ( 4) 
Bendahara, 

Nama 
Pangkat 

NIP . 

Mengetahui: 
Kepala (3) 

------- ~--------- -------·---t------·---1--------- Ost dst 
Buku Urnum 

Buku 
ASET TETAP LAINNYA 

Ost dst 
Jalan NeP.3ra/ Naslon,"fl 

Jalan 

t----1-,-A~L-A--=-N~.~.-RJ--G~A~s~,.~o~A-N°_J_A_R~IN_G_A_N~+------~--t---------+----·---- ---~-~-~~~----·-~ 
Ost dst 

GEDUNGDANBANGUNAN 
t---t-~o~s~t'--------------1---------l---------l~---~---+--------l----~-~ 

dst KOmputer 

1----1~P~E~:~~~';"~KT~aA=n~~~o;~~A::,:..:N~IVl""-E~S~1N.,_~,~-1--------~--------~--------·~t--------1---~- 
3 BEL.ANJA MODAL 

I----I-O~s--t~d~s~t'----------------+-----~·---!--------+--~------•--------4----------~ 
Belanla Bahan Habls Pakul 

Belanla ATK 

2 BELANJA BA.RANG DAN .JASA 

Hono,arlum PeKawal Tldak Tetap 
Honorarium Guru Tldak Tetao 

TRIWULAN Ill 
JUMLAH 

TRIWULAN If 

1 BELANJA PEGAVVAI 

TRI\NULAN IV TR:IWULAN I 
TRIWULAN URAIAN No. 

Rlnclan Belanj:i Dana BOS seb.tRal l.Jerlkut: 

No. URAIAN 'TRIWULAN 
JUMLAH 

T"IW'ULAN I TRIWULAN II TRIWULAN Ill TRIWULAN IV 

A SAl.00 AVVAL 
1 KASTUNA1 
2 KAS DI BANK 

0 PENDAPATAN 
1 PENCAPATAN BOS { Murnl) 
2 PENOAPATAN BU NGA BANK 

c PENGGUNAAN 
1 BELANJA PEGAWAI -- ----- 
2 BELANJA BARA.NG DAN JASA 
3 BEL.ANJA MODAL 

D SISA DANA ( A+B-C) 
1 KASTUNAI 
2 KAS 01 BANK 

RINCIAN PENOAP'ATAN OAN BELANJA CANA BOS 
TA~UN , (1) 

pad•~ (2.) 

LAMP/RAN JV PERATURA.N BUPA TI NDUGA 
NOMOR : :iJ... TAHUN 2021 
TANGGAL: /j MEI 2021 

I . 



- No URAIAN PENGISIAN 
1. Diisi derraari tahun perolehan dana JKN . 

2. Diisi dengan nama FKTP 
3. Diisi dengan nama Kepala FKTP 
4. Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan laporan 

TATA CARA PENGISIAN RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA JKN 

. ' 



······················································ (20) 
NIP : (21) 

Kepala FKTP 
(19) ................. , . 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya. 

J 
8) 

TERCATAT SEHARUSNYA 
No. KODE URAIAN NOMINAL KODE URAIAN NOMINAL KETEF 

REK. REK. NGAN 

.... (12) ............. (13) ........ (14) .... ( 15) ........... ( 16) ......... (17), ....... (1 

Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B J ZN 
terse but adalah se bagai beriku t 

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala (7) menerangkan 
dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada SP3B JKN 
Nomor : (8) Tanggal (9), yang telah diterbitkan SP2B 
JKN Nomor (10) Tanggal (11). Oleh karena 
itu, mohon dilakukan pembetulan atau jumal koreksi. 

..................................... (2) 

....................................... (3) 

....................................... (4) 

........................................ (5) 
................................... (6) 

1. Nama FKTP 
2. Kode Organisasi 
3. Nomor /tanggal DPA-OPD 
4. Kegiatan SP3B JKN 
5. Tahun Anggaran 

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN 
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3B JKN) 

Nomor (1) 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATINDUGA. 
NO MOR : ;L Z TllHUN 2021 
TANGGAL : / j MEI 2021 

' .. ' 



2 1 Diisi NIP Kepala FKTP 

18 Diisi dengan penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B 

17 Diisi denganjumlah/nominal rekening pendapatan atau belanja 
yang benar 

16 Diisi uraian rekening pendapatan atau belanja yang benar 

14 Diisi denganjumlah/nominal rekening pendapatan atau belanja 
yang terj adi 

12 Diisi kode rekenin enda atan atau belan·a an ter·adi kesalahan 
13 Diisi uraian rekening pendapatan atau belanja yang terjadi 

9 Diisi tane:e:al SP3B JKN yan terjadi kesalah an 

6 Diisi Tahun Anggaran berkenaan 
5 Diisi Triwulan I/II/III/IV 
4 Diisi tan al dan nomor DPA JKN 
3 Diisi Kode FKTP yang bersangkutan 

1 Diisi dengan nomor Surat Keterangan dari FKTP yang bersangkutan 
2 Diisi nama FKTP yang bersangkutan 

No URAIAN PENGISIAN 

TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KOREKSI 
(Penj elasan Penyebab Terjadinya Kesa-Jab an Pada SP3B JKN) 

r 
•, I ' ,... 
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